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ABSTRAK 
Nama  : Muhammad Wahyu Darmasya 
NIM  : 10500110065 
Judul : Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis    
dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar 2008 – 2014) 
 
Dalam skripsi ini membahas tentang pengulangan kejahatan “residivis 
(analisis kriminologis dan sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar). Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk 
pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. Pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-
undangan tentang pengulangan kejahatan ?, bagaimana upaya-upaya pihak 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam menanggulangi pengulangan 
kejahatanan?, dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui 
penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) 
yakni mempelajari undang-undang maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan 
pengulangan kejahatan. Sementara itu penelitian lapangan dilakukan dengan 
wawancara kepada narasumber terkait yakni pegawai atau staf bagian registrasi 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang memiliki wewenang untuk 
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya data 
yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
I Makassar telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan 
kejahatan dengan cara memberikan berbagai pembinaan terhadap narapidana 
mulai dengan pembinaan spiritual sampai kepada pembinaan keterampilan, selain 
itu pihak LAPAS juga memberikan asimilasi kepada narapidana dengan tujuan 
memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya residivis adalah 
diakibatkan oleh dampak prisonisasi di dalam LAPAS sendiri serta munculnya 
stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) untuk terciptanya kepastian hukum, 
perlu segera diterbitkan regulasi khusus mengenai tindak pidana pengulangan 
kejahatan (residive) yang selama ini pengaturannya masih terbatas di dalam 
KUHP; dan 2) agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan dengan 
baik, perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, 
sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, 
terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang 
senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya.Dalam hal melakukan 
interaksinya setiap manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan 
kejahatan.Karna kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan manusia.Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi 
sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat 
diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat 
kecaman dari masyarakat karna dianggapnya bertentangan dengan norma. 
Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur 
kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya hukum 
memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan. 
Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai 
satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan.Maka tidaklah mengherankan bila 
upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman 
terhadap pelaku.Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai 
obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan 
perilaku yang diidap pelaku kejahatan. 
Herbert L. Packer dalam bukunya “The Umits of The Criminal 
Sanction” menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin 
yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari 
kebebasan manusia itu sendiri.Sanksi pidana merupakan penjamin apabila 
dipergunakan secara cermat dan manusiawi.Sementara, sebaliknya bisa 
merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan tidak konsisten. 
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Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan 
gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan, dengan mawajibkan orang itu untuk mentaati semua 
peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.
1
 
Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.Lembaga Pemasyarakatan 
memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan.Sistem kepenjaraan 
yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak 
sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat 
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan 
lingkungannya. 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak 
kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama 
narapidana.Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif.Mereka dapat 
saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga 
Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana 
yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal 
kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.
2
 
Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat ketika 
narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang 
setelah bebas.Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menganggap 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar berlatih 
melakukan tindak kriminal. 
                                                          
1
Hamzah, Andi.Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. 
1993, hlm 27. 
2
Hamzah, Andi.Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. 
1993, 
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Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang 
justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas.Salah satu hal yang merusak 
sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa 
disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang 
sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.  
Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, 
karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan 
pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana 
dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “Humamum enimest 
peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan 
pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat 
dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan 
praktik kejahatan.
3
 
Pendapat ini dikemumukan untuk menjelaskan betapa pentingnya 
kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum 
pidana.Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke 
dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. 
Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan 
telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 
tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.Sama 
seperti dalam concursus relais, dalam residive terjadi beberapa tindak 
pidana.Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 
                                                          
3
Farid, Abidin Zainal.Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. 1995, hlm. 432. 
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Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari 
salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, dan juga 
karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan 
tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan 
jelas berapa batasan jumlah pengulangan.
4
 
Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi 
untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir 
lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si 
pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal 
secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut 
dengan pengulangan kejahatan pidana (residive). 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang diberikan tugas 
untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap Warga Anak Binaan atau 
Anak Pidana dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif karna 
dalam faktanya masih dapat dijumpai penjahat-penjahat yang berkualifikasi 
residivis.Pendapat tersebut diperkuat oleh beberapa fakta yang terjadi di lapangan, 
seperti yang diberitakan beberapa media makassar bahwa saat ini masih banyak 
residivis yang berkeliaran di Kota Makassar dan sekitarnya. Beberapa bulan lalu 
pihak Kepolisian Polrestabes Makassar bekerja sama dengan Polres Maros 
berhasil mengamankan dua orang residivis yakni Amsur dan Sultan, kedua 
residivis tersebut dilaporkan terlibat dalam 12 kasus perampokan serta pencurian 
                                                          
4
Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana. 
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dengan kekerasan dalam 5 (lima) bulan terakhir di berbagai lokasi yang berbeda 
di Kota Makassar
5
. 
Padahal Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing 
terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat 
yang baik dan berguna.Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada 
prikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada 
narapidana. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi :
6
 
1. Pembalasan (vergelding/retribusi) 
2. Penjeraan (afschriking/deterence) 
3. Penutupan (onschadelike/incarcaeration) 
4. Rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi 
Terkait dengan residivis, tujuan yang terpenting adalah pada aspek 
penjeraan dan rehabilitasi.Penjeraan terkait dengan hukuman atau pembalasan 
yang diterima oleh residivis karena perbuatannya, dan aspek rahabilitasi 
merupakan aspek penyiapan mental dan ketrampilan agar mereka tidak melakukan 
kejahatan lagi dan dapat dimaafkan serta diterima oleh masyarakat. Kedua aspek 
tersebut sangat senada dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Najm ayat (31) 
yang berbunyi : 
                 
    
 
Terjemahan: Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan 
kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah 
                                                          
5Ronalyw. “Sehari, Dua Residivis Rampok Ditembak”, Berita Kota Online. 02 Desember 
2013.http://beritakotamakassar.com/index.php/topik-utama-hari-ini/15330--sehari-dua-residivis-
rampok ditembak-.html (18 Januari 2013). 
6
Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita.Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. 
Jakarta: PT Bina Aksara. 1987, hlm. 66. 
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mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).
7
 
Selanjutnya pokok pikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip pokok 
konsepsi terhadap aspek-aspek sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek 
tersebut memegang peranan penting dalam penaganan residivis.
8
 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan 
terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat 
banyaknya tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan 
yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan 
belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera 
para pelaku kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru 
maupun para residivis. 
Hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi lahan 
bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Di kota Makassar misalnya 
adalah salah satu kota besar yang paling rawan terjadinya kejahatan. Diantaranya, 
perampokan atau kejahatan Pencurian dengan perbuatan (Curat) adalah kasus 
kejahatan yang paling banyak terjadi di Kota Makassar dengan jumlah 804 kasus, 
yang kedua adalah kasus kejahatan Pencurian motor (Curanmor) dengan jumlah 
641 kasus, yang ketiga adalah kasus kejahatan Penganiayaan berat dengan jumlah 
508 kasus, yang ke-empat adalah kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan 
(Curas) dengan jumlah 404 Kasus, dan yang kelima adalah kasus kejahatan 
pembunuhan yaitu dengan jumlah 15 kasus.
9
 
Berdasarkan dengan uraian diatas itulah, maka penulis terdorong untuk 
mengangkat sebuah topik skripsi yang berjudul “PENGULANGAN 
                                                          
7
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.Volume 4, (Jakarta : Lentera hati, 2009), h. 165. 
 
9
Arsip data kriminalitas POLRESTABES Makassar tahun 2010-2011 
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KEJAHATAN “RESIDIVIS” (ANALISIS KRIMINOLOGIS DAN 
SOSIOLOGIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I 
MAKASSAR 2008-2014). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana 
menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014 serta 
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam 
menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan di Kota Makassar. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum dan perundang-undangan tentang 
pengulangan kejahatan “residiv” ? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
2008-2014 dalam menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan 
“residiv”  ? 
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana menjadi 
residivis ? 
 
D. Kajian Pustaka 
1. Pengertian Kriminologi 
Secara etimologi , isltilah kriminologi berasal dari kata “crime” dan 
“logos”. “Crime” berarti kejahatan, sedangkan “logos” berarti ilmu pengetahuan 
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jadi secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. 
Untuk dapat memperoleh gambaran yang mendetail tentang pengetahuan 
kriminologi, penulis akan mengutip dari beberapa pendapat pakar hokum, antara 
lain sebagai berikut : 
Abdulsyani (1987 : 6) adalah : “kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan” 
Sutherland, W.A Bonger (Yasmil Anwar Edang 2010 : 7) menyatakan 
bahwa : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelediki 
sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Yang 
dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk 
mempelajari penyakit social (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan 
alkoholisme) 
Bambang Poernomo (1993: 21) bahwa : kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan sebagai gejala 
fisik maupun psikis dan menentukan upaya atau reaksi terhadap kejahatan itu . 
Noach (Topa Santoso, dan Eva Achjani Zulva, 2007 : 12), 
mendefinisikan kriminologi yaitu : sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan 
jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam 
perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. 
Paul Mudigno (Topa Santoso, dan Eva Achjani Zulva 2007 : 12), 
menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia.  
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Masih dengan sumber yang sama Michael dan Adler (Santoso, dan Eva 
Achjani Zulva 2007 : 12), mendefinisikan kriminologi adalah keseluruhan 
keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka 
dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 
Mannhelm (Romli Atmasamita 2010 : 19 ) membedakan kriminologi ada 
dua bagian , yaitu :  
Kriminologi dalam arti sempit yaitu mempelajari kejahatan. 
 Kriminolgi dalam arti luas yaitu mempelajari penology dan metode-metode yang 
berkaitan dengan kejahatan dan masalah provonsi kejahatan dengan tindakan yang 
bersifat nonpunit. 
Memperhatikan beberapa pengertian kriminologi yang dikemukakan 
oleh beberapa pakar hokum pidana diatas , Nampak mempunyai persamaan 
maupun perbedaan satu dengan lainnya. Walaupun variasi bahasa dalam 
mengungkapkan kriminologi terdapat perbedaan , tetapi mereka sependapat 
bahwa pengertian kriminologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
berorientasi terhadap kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, 
dan mengupayakan menanggulanginya dengan cara membinan dan mendidik 
penjahat agar menjadi orang baik di tengah masyarakat. 
2. Pengertian Residiv 
Mengenai pengertian pengulangan kejahatan atau lebih dikenal dengan 
istilah umum “Residiv” sebetulnya belum ada keseragaman pendapat untuk 
member batasan yang bisa dicakup dalam satu rangkaian kalimat.Keseragaman 
pengertian sangatlah diperlukan apabila hendak mempelajari sesuatu, terlebih 
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apabila hendak mempelajarinya secara mendalam.Demikian pula halnya dengan 
pengertian pengulangan kejahatan atau residiv dari berbagai pakar. 
Eva Achjani Zulfa (2010 : 129), medefinisikan : 
Residiv adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang 
melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim 
yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. 
Kemudian Sianturi (1984 : 409) mengatakan bahwa, yang dimaksud 
dengan pengulangan kejahatan atau residiv secara umum yaitu :  
Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhi 
suatu pidana padanya akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu : 
a. Sejak setelah pidana itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau  
b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban 
menjalaninya/ melaksanakan pidana itu belum daluarsa, ia kemudian 
melakukan tindak pidana lagi. 
Selanjutnya menurut Adami Chazawi, (2007 : 81) mengenela dua system 
kejahatan tentang residiv, yaitu : 
 Dalam pasal 486,487,488 
Diluar kelompok dalam pasal 486,487,488 itu KUHP juga menentukan 
beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya 
pasal 216(3) , 489(2) , 495(2), 501(2),512(3). 
Teguh Prasetyo (2010 : 122) Pengulangan menurut sifatnya terbagi 
dalam 2 jenis : 
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a. Residiv Umum : 
1) Seorang telah melakukan kejahatan. 
2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani. 
3) Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan. 
4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan 
hukuman. 
b. Residiv Khusus  
1) Seorang melakukan kejahatan. 
2) Yang telah dijatuhi hukuman. 
3) Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan. 
4) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenismya. 
Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 
tertentu dengan syarat- syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya.Pengulangan hanya terjadi pada tindak pidana tertentu saja 
seperti kemudian menurut. 
Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono (2010 : 327) bahwa :  
Residiv orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak 
pidana yang serupa ;penjahat kambuhan; orang yang dalam jangka waktu tertentu 
melakukan lebih dari satu tindakan pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena 
tindak pidananya (hukum pidana) 
Dari berbagai teori dan pendapat mengenai pengertian residiv, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Orang yang melakukan kejahatan ulangan. 
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b. Antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain mempunyai batas 
waktu tertentu yaitu lima tahun. 
c. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain ada 
putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu 
gabungan kejahatan, samelop, bukan residiv) 
d. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut haruslah hukuman 
penjara. 
 
3. Pengertian Residivis dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 
KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan 
kejahatan (residive), namun hanya beberap pasal saja yang mengatur mengenai 
pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan. Dalam 
sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini juga belum ada regulasi yang legal 
mengatur secara jelas tentang pengulangan kejahatan tersebut. Namun dalam 
perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa 
golongan, yaitu : 
a. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminlogi, dibagi dalam 
penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan, yaitu : 
1) Pelanggar hukum buka residivis (mono deliquent/pelanggar satu kali) yaitu 
yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja. 
2) Residivis yang dibagi lagi menjadi : 
a) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan 
mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara 
masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan 
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pidananya begitu berbea satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada 
hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut 
(misalnya 5 (lima) tahun menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP 
Indonesia atau 2 (dua) tahun menurut Pasal 45 KUHP Indonesia) 
b) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami 
penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara 
masing-masing putusan pidana. 
c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 
(dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang 
karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hak 
yang telah menetap bagi mereka. 
d) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan 
sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak. 
Kritikan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses pembuatan 
rancangan KUHP yang telah rampung pada tahun 2000 yang lalu dan telah 
disosialisasikan sejak bulan Desember Tahun 2000. Dari sudut ilmu pengetahuan 
pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : 
a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya 
antara lain : 
1) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang 
melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan 
pidana. 
2) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan 
kejahatan yang sejenis (homologus recidivism) artinya ia menjalani suatu 
masa piana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas 
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waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani 
sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. 
b. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara 
lain : 
1) Accidentale recidive yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang 
dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya. 
2) Habituele recidive yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena 
si pelaku memang sudah mempunyai inner criminal situation yaitu tabiat 
jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya. 
c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga 
dibedakan atas : 
1) Residiv umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah 
dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam 
bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman. 
2) Residiv khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah 
dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang 
sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.
10
 
Sejak tahun 1972 hal mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi 
pemikiran para perancang unadang-undang. Hal ini terbukti dengan diaturnya 
tujuan pemidanaan dalam Pasal 2 Konsep Tahun 1971/1972 menentukan : 
1) Maksud tujuan pemidanaan : 
a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, 
masyakat pendudduk; 
                                                          
10
 Frendrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya Kriminologi Sansuran 
Ny. L. Moeljatno, h. 161. 
 
 
15 
 
b) Untuk membimbing terpidana agar sadar dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 
c) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. 
2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberitakan dan tidak 
diperkenankanmerendahkan martabat manusia. 
Kemudian tujuan pemidanaan tersebut mengalami perubahan pada konsep 
KUHP pada tahun1982/1983, Buku I mengatakan bahwa tujuan pemberian pidana 
adalah 
Pemidanaan bertujuan untuk : 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukumdari pengayom masyarakat; 
b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan 
orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup di dalam 
masyarakat; 
c. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mematangkan rasa damai dalam masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah para terpidana. 
Dalam konsep rancangan KUHP tahun 1991/1992 tujuan pidana 
ditentukan sebagai berikut : 
a. Pemidanaan bertujuan untuk : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 
dari pengayom masyarakat; 
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2) Mengadakan koreksi terhadap narapidana dan dengan demikian 
menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup 
bermasyarakat 
3) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mematangkan rasa damai dalam masyarakat; 
4) Membebaskan rasa bersalah para terpidana. 
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
Dalam konsep KUHP tahun 2000 mengenai tujuan pemidanaan secara 
tegas diatur dalam Pasal 50, yaitu : 
a. Pemidanaan bertujuan untuk : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukumdari pengayom masyarakat; 
2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan 
orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup di dalam 
masyarakat; 
3) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mematangkan rasa damai dalam masyarakat; 
4) Membebaskan rasa bersalah para terpidana. 
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
Pengulangan (residive) juga diatur secara umum dalam Buku I. Jadi 
berbeda dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan 
pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku I, II, II). 
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Dikatakan ada pengulangan menurut konsep (pasal 23), apabila orang melakukan 
pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak : 
a. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkkan; 
b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau 
c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa. 
Pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 132 KUHP, yaitu 
maksimumnya siperberat sepertiga. Salah satu unsur yang menentukan terjadinya 
kejahatan residiv adalah berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Batasan 
yang dipergunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu tempus delicti yang 
didasarkanpada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada patokan : 
1) Sedapat mungkin uraian tempus delikti memuat penegasan waktu yang 
pasti yang berisi penjelasan jam, tanggal, bulan dan tahun secara postif 
dan mutlak; 
2) Bila uraian yang seperti itu tidak dapat dipenuhi, terbuka kebolehan untuk 
menuturkan uraian tempus delikti yang bersifat perkiraan yang bercorak 
dugaan di sekitar bulan dan tahun tertentu tanpa dilengkapi penjelasan jam 
dan hari tertentu. 
   Dimungkinkan membuat uraian tempus delikti yang bersifat luas dalam 
bentuk alternatif dengan mempergunakan perkataan atau kira-kira mapun atau di 
sekitar tanggal, bulan dan tahun sekian asa tetap terpenuhi persyaratan, uraiannya 
tetap cermat, jelas dan lengkap. 
  Dasar pemberat pidana di atas adalah terletak pada keadaan jabatan dari 
kwalitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri). Adapun rasio pemberatan 
pidana pada kejahatan residiv ini terletak pada 3 (tiga) faktor : 
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a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 
b. Faktor telah dijatuhka pidana terhadap si pembuat oleh negara karena 
tindak pidana yang pertama; 
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan 
Apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana salam waktu 5 
(lima) tahun sejak : 
a. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan; 
b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau 
c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum dalawarsa. 
Namun ketentuan tentang pemberatan pidana ini tidak berlaku untuk anak-
anak. Dalam KUHP terdapat Pasa 45, 56 dan Pasal 47 yang mengatur penerapan 
hukum pidana terhadap anak-anak. 
Pasal-pasal tersebut anrtara lain mengandung prinsip-prinsip sebagai 
berikut : 
Pertama, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena 
melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan : (1) 
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau 
walinya, tanpa pidana; (2) memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada 
pemerintah tanpa pidana. 
Kedua, jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 
kepada pemerintah, atau badan hukum tertentu untuk didik, hal tersebut dilakukan 
paling lama sampai umur 18 tahun. Ketiga, jika dijatuhi hukuman pidana, 
maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga; sementara terhadap yang bersalah 
tidak diberlakukan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. 
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Para penyusun naskah baru KUHP nasional sudah berfikir lebih maju 
dengan mencantumkan pada bagian khusus jenis-jenis pidana dan tindakan bagi 
anak dengan tidak kurang dari 17 aturan, mulai dari Pasal 94-a sampai dengan 94-
q, dengan aturan terpenting antara lain sebagai berikut : 
Pertama, seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 
12 tahun, tidak dapat dipertangungjawabkan. Kedua, pemberatan pidana bagi 
pengulangan tindak pidana penjara yang dijatuhkan kepada seorang anak hanya 
dapat dilaksanakan dalam penjara yang khusus dipruntukkan bagi anak. 
Pasal-pasal yang dirumuskan dalam nnaskah RUU KUHP nasional yang 
baru tersebut disusun dengan mempertimbangkan, selain aspek-aspek psikologi 
anak (seperti emosional, intelektual dan mental), juga aspek-aspek lingkungan 
sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana oleh anak-anak, serta 
peyesuaian dengan perkembangan hukum modern yang menyangkut perlindungan 
hak-hak anak. 
4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian lembaga 
pemasyarakatan. 
Pengertian menurut M. Marwan, Jimmy P. (2009 : 405) bahwa lembaga 
pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (H.Pidana). 
Pengertian menurut Soedjono Dirjosisworo (1986 : 191) bahwa 
pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap nara pidana yang 
bersifat mengayomi masyarakat dari ganggguan kejahatan sekaligus member 
bekal hidup bagi nara pidana setelah kembali kemasyarakat. 
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Secara simultan pemasyarakatan juga bergerak menuju perkembangan 
social dan integritas kehidupan dan penghidupan.Dimana tujuan dari semua itu 
adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 
Selanjutnya menurut irwan petrus Panjahitan (1995 : 75) bahwa lapas 
adalah instansi yang berhubungan langsung dengan pembinaan pelanggar hukum. 
Selanjutnya dalam Keputusan Mentri Kehakiman Nomor 02-PK 04.10 
Tahun 1990, menerangkan bahwa : Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata 
peradilan pidana dari segi pelayanan tahunan, pembinaan narapidana, anak Negara 
dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu 
(dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka 
setelah mengalami pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang 
baik. Dari pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yaitu sutu tempat bagi orang 
yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim untuk mendapatkan 
pembinaan dan perlakuan berdasarkan atas asas pancasila, yang merupakan 
kebijaksanaan pemerintah yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan 
kejahatan dan sekaligus pula mengayimi nara pidana itu sendiri yang dianggap 
telah tersesat jalan hidupnya, guna kembali kedalam lingkungan pergaulan 
lingkungan social secara wajar sehingga dapat dapat menjadi warga Negara yang 
baik.  
5. Tujuan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Mempelajari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata 
sebagai tujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku 
perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan 
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bagi narapidana agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat 
kembali menjadi manusia/orang yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan 
perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau keresahan orang lain atau 
perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sahardjo (Bapak 
Pemasyarakatan Indonesia) bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai 
tempat untuk pembinaan, bukan sebagai neraka bagi pelaku perbuatan pidana, 
karna diharapkan nantinya seorang yang dahulu pernah melakukan perbuatan 
tidak baik di masyarakat, setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan akan 
menjadi sadar dan akan dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya.
11
 
Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan 
sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat baik 
secara formal maupun materiil untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan 
dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga 
binaan (narapidana) untuk kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggungjawab, berbagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. 
Pokok-pokok konsepsi yang terdapat dalam undang-undang itu adalah: 
1) Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan; 
2) Petugas pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum; 
3) Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional; dan 
4) Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan 
pemasyarakatan. 
Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai pembentuk Undang-Undang 
Pemasyarakatan dalam hal pemasyarakatan adalah sebagai berikut : 
                                                          
11
Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 2. 
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a) Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum 
yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari 
kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak megurangi tindak 
pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; 
b) Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan 
dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan 
manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu; dan 
c) Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pembinaan.
12
 
Dengan adanya pertimbangan di dalam undang-undang tersebut, maka 
sistem kepenjaraan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang diatur di 
dalam Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 
Desember 1917, jo. Stb. 1926-488), Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 
Desember 1917), Dwangopvoedingsordonnatie Verordeeling (Stb. 1926-487, 6 
November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, dinyatakan 
tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan pemasyarakatan beradasarkan 
Paancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(karena adanya deskriminasi yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil 
dan beradab).
13
 
Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-
pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar sebagai 
penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial 
Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang 
dikenal dengan pemasyarakatan pada tahun 1960. 
Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan 
penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan adalah sebagai tempat atau rumah 
                                                          
12
Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 2. 
13
Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 15. 
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penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah, 
yang disertai dengan lembaga rumah penjara.Hal itu secara berangsur-angsur 
dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep 
rehabilitasi dan integrasi sosial yang bertujuan agar narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali 
menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan 
lingkungannya. 
Pidana penjara dalam sejarahnya juga dikenal sebagai reaksi masyarakat 
sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar 
hukum.Sehingga pidana dikenal sebagai pidana hilang kemerdekaannya, dimana 
seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan dari lingkungannya dan 
sosialnya.
14
 
Menurut Muladi, pidana penjara seperti yang diatur dalam pasal-pasal 
KUHP, sepertinya sudah bukan merupakan alternatif perbaikan pidana penjara ke 
arah yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif bagi perkembangan 
sosial kemasyarakatan terpidana. 
Berkaitan dengan pendapat Muladi itu, maka apabila narapidana selama 
di Lembaga Pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman, baik hukuman fisik 
maupun hukuman bathiniah, maka setelah keluar dari penjara, ada kemungkinan 
akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam 
dikarenakan membawa dendam dan akan dapat menjadi momok yang mengerikan 
bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat tentu menjadi trauma dalam 
menerima bekas narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan 
pembinaan yang sebaik-baiknya di Lembaga Pemasyarakatan, akan memberikan 
manfaat besar bagi masyarakat dan negara, sehingga tidak lagi terganggu 
                                                          
14
Petrus Irawan Panjaitan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif  Sistem 
Peradilan Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 10. 
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kepentingannya, dan seterusnya dapat merasakan ketentraman hidup, tidak selalu 
hidup dalam kecemasan yang akan selalu terganggu karena adanya kejahatan yang 
muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemberian remisi 
diharapkan akan benar-benar memberikan pengaruh baik dan manfaat, khususya 
bagi narapidana itu sendiri, bagi bekas narapidana, serta bagi masyarakat luas dan 
negara pada umumnya. 
Sistem peradilan pidana sebagi suatu kesatuan dari sub sistem peradilan 
pidana yang terdiri dari berbagai tahap, yaitu : 
(1) Tahap penyelidikan dan penyidikan, yang dilakukan oleh polisi; 
(2) Tahap penuntutan, yang dilakukan oleh kejaksaan; 
(3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dilakukan oleh hakim; 
dan 
(4) Tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan dan selanjutnya 
diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan. 
Dari sub sistem tersebut, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana) yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana, mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam pengaturan 
proses peradilan pidana, namun pada hakekatnya hal tersebut merupakan satu 
kegiatan yang sistemik yaitu bahwa sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk 
penangguhan dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Keberadaan sistem 
peradilan pidana tersebut dapat bermanfaat untuk menyelenggarakan dasar-dasar 
tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi individu dan masyarakat dalam usaha 
penegakan hukum. 
Andi Hamzah terhadap masalah peradilan pidana berpendapat, sistem 
peradilan pidana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi timbulnya tindak 
pidana yakni dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
 
 
25 
 
pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu orang yang telah 
melakukan tindak pidana seharusnya diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana 
yang setimpal.
15
 
Andi Hamzah mempunyai tanggapan mengenai pelaksanaan pemidanaan 
sebagai berikut : 
Pemidanaan hendaknya selalu mengingat pada pedoman penegakan hak 
asasi manusia, karena biar bagaimanapun, pelaku kejahatan adalah 
manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada 
dirinya, maka terhadap mereka perlu diperlakukan sebagaimana 
manusia yang lain, yang mempunyai hak-hak asasi sebagaimana 
mestinya.
16
 
Setiap organisasi mempunyai tujuan pokok tertentu. Di dalam 
pelaksanaan pemberian remisi, maka organisasi yang terkait dengan hal itu adalah 
Lembaga Pemasyarakatan beserta instansi lain di atasnya sampai Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersifat struktural, yang terletak di luar 
susunan/struktur bangunan peradilan pidana, tetapi merupakan instansi pelaksana 
terakhir terhadap putusan peradilan pidana, tidaklah dapat diabaikan 
kedudukannya di dalam ikut sertanya pencapai tujuan dan usaha penegakan 
hukum di Negara Indonesia. Tujuan diadakannya remisi adalah untuk pembinaan 
dalam masa pemidanaan bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan tujuan sistem 
pemasyarakatan yang dilakukan di Lapas sebagai suatu lembaga struktural 
maupun fungsional bagi pejabat maupun petugas (pembimbingnya), yang akan 
diuraikan lebih lanjut dalam penulisan ini. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
                                                          
15
Andi Hamzah dan Siti Rahayu.Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di 
Indonesia.,h.12. 
16
Andi Hamzah, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, h. 45. 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dan perundang-
undangan tentang pengulangan kejahatan “residiv”. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014 dalam menanggulangi 
terjadinya pengulangan kejahatan “residiv”. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
seorang narapidana menjadi residivis. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Segi Praktis 
a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun 
saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal 
pengulangan kejahatan residivis yang dilakukan oleh narapidana. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal analisis kriminologis dan 
sosiologis pengulangan kejahatan residivis oleh narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
2. Segi Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi 
pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  sebagai bahan pemikiran dan 
khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu 
penelitian ini dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin 
mengadakan penelitian yang sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengaturan Hukum  dan Perundang-undangan Tentang Pengulangan 
Kejahatan Atau Residiv 
 Dalam bab ini, penulis akan menfokuskan pada pembahasan mengenai 
regulasi atau aturan hukum yang mengatur tentang pengulangan kejahatan atau 
Residiv, yang kemudian penulis akan kaitkan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis.  
B. Upaya-Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014 
dalam Menanggulangi Terjadinya Pengulangan Kejahatan atau 
Residiv”. 
 Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  dalam 
menanggulangi  terjadinya pengulangan kejahatan di Kota Makassar, yang tentu 
saja data tersebut akan dipaparkan setelah penulis melakukan penelitian lapangan 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seorang Narapidana Menjadi 
Residivis 
 Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menfokuskan penelitian terkait 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana kembali melakukan 
kejahatan setelah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. 
Dalam proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
juga tidak terlepas dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Berbagai regulasi tentang pembinaan narapidana yang ditetapkan 
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oleh pemerintah dapat dipahami sebagai implementasi pelaksanaan pemidanaan 
terhadap narapidana yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera atas 
tindakan yang mereka telah perbuat akan tetapi lebih kepada proses  pembinaan.  
 Terhadap masalah pemidanaan ini terdapat beberapa teori tujuan 
pemidanaan dalam bidang hukum pidana, yaitu : 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
 Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat 
dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan  mutlak, bukan 
hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi sudah merupakan keharusan. Hakikat 
suatu pidana ialah pembalasan 
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif 
 Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
3. Teori Gabungan dari Teori Pembalasan dan Teori Tujuan 
 Teori ini menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana selain untuk 
pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya, juga bermaksud untuk 
mengamankan masyarakat.Kedua tujuan tersebut, bertujuan untuk mempersiapkan 
dan mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat.
1
 
4. Teori Perubahan Sosial 
 Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan social merupakan gejala 
yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. 
Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi 
interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena 
                                                          
1
 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di 
Indonesia (Jakarta: Akademiko Pesindo,1983), h. 36. 
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adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan 
masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, 
dan kebudayaan. 
 Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan 
mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut: 
a. Teori Evolusi (Evolution Theory) 
 Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses 
yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus 
dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. 
 Ada bermacam-macam teori tentang evolusi.Teori tersebut digolongkan ke 
dalam beberapa kategori, yaitu unilinear theories of evolution, universal theories 
of evolution, dan multilined theories of evolution. 
1) Unilinear Theories of Evolution 
 Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk 
kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan 
tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya 
sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer. 
2) Universal Theories of Evolution 
 Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu 
melalui tahap-tahap tertentu yang tetap.Kebudayaan manusia telah mengikuti 
suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah 
bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen 
menjadi kelompok yang heterogen. 
3) Multilined Theories of Evolution 
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 Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahaptahap 
perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat.Misalnya mengadakan 
penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke 
sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. 
b. Teori Konflik (Conflict Theory) 
 Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari 
pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan 
dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada 
perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan 
sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. 
 Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik 
sosial, bukan perubahan sosial.Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari 
adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka 
perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi 
pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. 
c. Teori Fungsionalis (Functionalist Theory) 
 Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan 
budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa 
perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam 
masyarakat.Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah 
dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti 
kecepatan perubahan unsur tersebut.Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan 
unsur yang berubah secara perlahan tersebut.Ketertinggalan ini menyebabkan 
kesenjangan sosial atau cultural lag. 
 Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial 
sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan.Perubahan 
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dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses 
pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam 
kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu 
bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti 
disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini 
adalah William Ogburn. 
d. Teori Siklis (Cyclical Theory) 
 Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat 
dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun.Karena dalam setiap 
masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya.Menurut teori ini 
kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan social merupakan 
hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.
2
 
D. Kerangka Konseptual 
 Kerangka Konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-
istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam 
penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam 
penulisan yaitu: 
1. Residivis adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana yang 
ditujukan kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama 
setelah menjalani masa pidana;  
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang 
kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan;
3
 
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 
Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
4
 
                                                          
2
Bondet Wrahatnala, “Teori Perubahan Sosial”, SS Belajar. 18 Agustus 
2013.http://ssbelajar.blogspot.com/2013/05/teori-perubahan-sosial.html (8 Juli 2014). 
3
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.23. 
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4. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara 
pembinaan, yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam 
tata peradilan pidana;
5
 
5. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, 
yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk mengingatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab;
6
 
6. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan bimbingan 
klien pemasyarakatan. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
4
 Petrus Irawan Panjaitan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan 
Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995), h.43. 
5
Petrus Irawan Panjaitan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan 
Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995), h.44. 
6
Petrus Irawan Panjaitan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan 
Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995), h.44. 
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Terwujudnya Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan yang adil dan 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penilitian yang digunakan adalah Field Research 
Kualtitatif.Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal 
ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pilihan lokasi penelitian tersebut 
didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang 
berkompeten dan berwenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana 
dan anak pidana. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini 
adalah pendekatan  Yuridis Sosiologis (Sociologys Legal Research). Secara 
yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan 
Penerapan Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan. Secara sosiologi 
dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum. 
C. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Sumber data primer ini 
adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau 
menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang 
didapat langsung dari lokasi penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
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Research) dan (field research) yaitu dengan menghimpun data-data dan 
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat 
para ahli terkait dengan masalah yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pembahasan  penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, 
maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah 
pihak yang berkompeten terhadap pembinaan narapidana dan anak pidana 
yakni pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
2. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen Penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 
permasalahan penelitian. 
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara, untuk menilai keadaan seseorang; 
2. Observasi, mengadakan pengamatan secara langsung; 
3. Dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 
majalah, dokumen peraturan-peraturan, dll. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Dalam penulisan  ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara 
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
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 Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui 
wawancara langsung dengan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan 
disajikan secara deskriptif mengenai penerapan pemberian remisi. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
 Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode 
sebagai berikut: 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang - undangan dan uraian 
umum; 
2. Komperatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan; 
3. Deduktif dan Induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan 
perundang-undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam 
menyusun logika untuk mengambil kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peraturan Hukum dan Perundangan-Undangan Tentang Pengulangan 
Kejahatan atau Residiv 
Sejauh ini peraturan hukum dan perundang-undangan ini belum diatur 
secara khusus tentang pengulangan kejahatan atau residiv, mengenai residiv 
sampai saat ini masih diatur secara terbatas di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun 
tidak ada yang mengatur secara umum tentang residiv, namun ada beberapa pasal 
yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah 
tindakan pengulangan (residive). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai 
kejahatan pengulangan (residive), yaitu : 
1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan 
dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. 
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai pada Pasal 388, 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang 
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 
ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).
1
 
Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, maka untuk pelaku 
pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana. 
                                                          
1
Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Rafika 
Aditama, 2008), h. 195. 
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Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian 
atau menjatuhkan pidana dimuat dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2000. Di samping itu juga adanya 
perkembangan pemikiran mengenai teori pemidanaan mengakibatkan para sarjana 
berpikir untuk merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal. Di samping itu dengan 
adanya kritik-kritik mengenai dasar pemidanaan yang menyangkut hubungan 
antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil 
yang diperoleh dari penerapan pidana.  
B. Upaya-Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makasssar dalam 
Menanggulangi Terjadinya Pengulangan Kejahatan “Residiv” 
Untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan, pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar melakukan berbagai upaya diantaranya adalah 
dengan melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana dengan 
tujuan memberikan keterampilan serta pemberian program asimilasi secara 
berkala terhadap narapidana dengan tujuan memberikan ruang kepada narapidana 
untuk berbaur dengan masyarakat luar. 
1. Memberikan Program Pelatihan 
Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal-
jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore dalam setiap harinya. Salah 
satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah program pelatihan 
baik terhadap petugas maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar. 
Sebagai petugas mengikuti program pelatihan merupakan keharusan 
karena mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain 
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terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada 
keterampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan. 
Perlunya pelatihan untuk petugas, semata-mata untuk memenuhi 
kebutuhan narapidana. Selama ini bentuk pelatihan yang diberikan kepada petugas 
hanya bersifat insidentil. Di samping itu sesuai dengan prinsip pemasyarakatan 
yang mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh 
hanya bersifat mengisi waktu saja atau hanya untuk kepentingan negara saja, 
melainkan pelatihan tersebut diharapkan bermanfaat bagi narapidana sebagai 
bekal kembali dalam masyarakat. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapinana bahwa program 
pelatihan bermanfaat bagi narapidana jika diikuti sungguh-sungguh dalam waktu 
3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana menginginkan pelatihan 
yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi dirinya sebagai bekal bekerja di 
masyarakat, namun mereka mengungkapkan bahwa sering terkendala dengan 
modal untuk mebuka usaha seperti pertukangan atau yang lainnya.
2
 
Program pelatihan ini ternyata mendapat respon positif dari narapidana, 
karena narapidana berharap pelatihan tersebut dapat dijadikan bekal bekerja di 
masyarakat. Di samping  pelatihan keterampilan yang diberikan oleh petugas di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan, ada juga pelatihan keterampilan yang diberikan 
oleh Dinas Sosial maupun organisasi-organisasi sosial yang datang ke Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi 
Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, bahwa pelatihan yang 
diberikan kepada narapidana oleh Dinas Sosial berupa kursus pertukangan dan 
menjahit dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berlangsung di dalam Lembaga 
                                                          
2
Suardi (36 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 
Wawancara, 16 Oktober  2014. 
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Pemasyarakatan Kelas I Makassar, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa jika 
dari organisasi sosial pelatihan yang diberikan berupa kerajinan tangan yang 
berlangsung 2 (dua) atau 4 (empat) hari dan paling lama 1 (satu) minggu. 
Menurut Pegawai Registrasi Lembaga Pemasyarakatan bahwa program 
pelatihan yang dilakukan oleh pihak LAPAS lebih diutamakan kepada narapidana 
yang akan habis masa pidananya, sehingga kursus atau pelatihan yang 
diberikannya akan berguna bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan 
demikian akan bermanfaat bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana 
tersebut. Di samping itu, pendidikan ketarampilan bertujuan untuk membentuk 
manusia narapidana agar menjadi manusia yang mandiri, yakni manusia yang 
akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka 
peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga ketika selesai menjalani 
masa pidana mantan narapidana tersebut dapat kembali beraktifitas sebagai 
manusia normal tanpa adanya stigmatisasi buruk dari masyarakat sekitar, sehingga 
upaya tersebut dapat mengurangi potensi seorang mantan narapidana untuk 
mengulangi perbuatannya yang biasa disebut sebagai residivis.
3
 
2. Memberikan Program Asimilasi  
Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan selama menjalani 
hukuman, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di 
dalam tembok penjara serta narapidana harus melakukan kontrak dengan 
masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
                                                          
3
Muh.Faizal Ramadani (42 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar, Wawancara, 16 Oktober 2014. 
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Asimilasi sebagai tujuan pemasyakatan, ciri utamanya adalah aktifnya 
kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan 
masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara 
pasca kemerdekaan, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas 
narapidana. Untuk menghilangkan citra buruk Lembaga Pemasyarakatan dan 
mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana, maka perlu diadakan 
asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga ke 
dalam Lembaga Pemasyarakatan serta kunjugan dari organisasi-organisasi 
kemasyarakatan dengan memberikan ceramah keagamaan, penyuluhan hukum, 
maupun berbagai bentuk keterampilan. Dengan adanya asimilasi ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana tidak merasa dirinya diasingkan dari 
lingkungan masyarakat. 
Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kunjungan keluarga 
yang berlangsung 2 (dua) kali dalam seminggu pada waktu tertentu selama kurang 
lebih 15 menit. Kunjungan keluarga dapat memulihkan rasa percaya diri 
narapidana sebagai manusia yang mandiri. Dengan adanya kunjungan tersebut, 
narapidana tidak merasa dilupakan oleh keluarganya, dan secara psikologis hal 
tersebut akan membawa dampak positif pada diri narapidana. Kurangnya 
perhatian keluarga dapat mengakibatkan narapidana frustasi, dan hal itu akan 
mempersulit pembinaan narapidana. 
Kunjungan keluarga kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan kegiatan rutin yang berlangsung dua kali dalam seminggu. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar, bahwa kunjungan keluarga berlangsung pada hari Senin dan Kamis, 
yakni pagi hari dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 Wita, dan sore hari dari 
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jam 14.00 sampai dengan jam 16.00 Wita. Dan waktu yang diberikan selama 15 
menit.
4
 
Asimilasi sebagai media narapidana dengan keluarga dan masyarakat 
merupakan sisi penting dari pemasyarakatan. Oleh karenanya asimilasi sangat 
diperlukan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. 
Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur bagi proses 
penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi dengan bentuk cuti seperti 
dijamin Undang-Undang mempunyai tujuan tertentu. 
Sehubungan dengan program asimilasi tersebut menurut narapidana perlu 
adanya asimilasi ke dalam maupun keluar lembaga pemasyarakatan, karena 
dengan asimilasi semacam itu narapidana dapat berbaur dengan masyarakat 
sehingga narapidana merasa tidak canggung lagi apabila nantinya keluar dari 
lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya menurur narapidana asimilasi ini sangat 
berguna narapidana karena dengan adanya kunjungan dari organisasi-organisasi 
kemasyarakatan seperti LSM. Maupun dari lembaga sosial lainnya yang dapat 
memberikan kegembiraan bagi narapidana dengan adanya hiburan, ceramah, dan 
mengajarkan berbagai bentuk keterampilan lainnya.
5
 
Dengan demikian narapidana merasa terhibur dan termotivasi untuk 
berbuat baik serta berkarya dan timbul rasa percaya diri bagi narapidana, namun 
asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan masih terbatas dan terkendala, dalam 
artian masih terbatas dalam mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan 
pembebasan bersyarat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. 
Sedangkan bekerja di luar lembaga pemasyarakatan masih terkendala dengan 
                                                          
4
Muh.Faizal Ramadani (42 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar, Wawancara, 16 Oktober 2014. 
5
Rustam (46 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 
Wawancara, 16 Oktober 2014. 
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adanya kekhawatiran dari pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana 
maupun kurangnya kepercayaan masyarakat kepada narapidana yang masih 
sangat potensi untuk melakukan kejahatan. 
Perlunya asimilasi bagi narapidana sebelum benar-benar kembali ke dalam 
masyarakat bertujuan untuk mencegah kecenderungan pemberian cap atau 
stigmatisasi negatif dari masyarakat dan ditolaknya mantan narapidana untuk 
kembali menjadi fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Adanya pemberian cap 
negatif dari masyarakat tersebut merupakan beban tersendiri bagi seorang mantan 
narapidana. Dikatakan demikian karena menurut prinsip pemasyarakatan, 
terpidana dihukum dalam lembaga pemasyarakatan tidak dimaksudkan membuat 
mereka lebih jahat, namun sebaliknya mendidik agar mereka menjadi manusia-
manusia yang lebih baik, namun kadang mereka menerima penolakan tersebut 
dari masyarakat karena dengan status yang disandangnya sebagai bekas 
narapidana. Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan begitu 
memojokkan mereka sehingga mengakibatkan timbulnya kembali penjahat 
kambuhan, hal ini seperti dikatakan oleh Rinny Nitibaskara : 
Orang-orang ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan 
oleh penegak hukum maupun masyarakat terpaksa memilih comeback atau 
kembali bergelut ke dalam dunia kriminalitas yang sesungguhnya belum 
tentu mereka senangi. Kontrol sosial yang tidak berada pada tempatnya itu 
sangat mempengaruhi keberhasilan mereka mengisolirnya dari masyarakat 
umum. Terjadinya proses stigmatisasi yang menempatkan individu sebagai 
tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.
6
 
 Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan proses pemasyarakatan 
narapidana tidak sebatas dinding tembok penajara saja, sebagaimana dikatakan 
oleh Loebby Loqman, bahwa proses pembinaan narapidana : 
Tidak terhenti pada saat narapidana tersebut keluar dari lembaga 
pemasyarakatan setelah menjalani masa pidananya, akan tetapi masih 
                                                          
6
 Ronny Nitibaskara, Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana 
di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998), h. 3. 
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berlanjut di dalam masyarakat dimana bekas narapidana tersebut akan 
menerimanya. Suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan 
adalah suatu pendapat bahwa seseorang yang pernah dipidana, merupakan 
orang yang harus dijauhkan masih terdapat di dalam masyarakat kita, 
dengan bukti dimintanya Surat Kelakuan Baik bagi mereka yang melamar 
pekerjaan. Jika jalan ini sudah ditutup keberhasilan pembinaan Lembaga 
Pemasyarakatan yang pernah melakuka kejahatan akan menonjol.
7
 
 Dengan demikian sepatutnya masyarakat tidak menjadi hakim terakhir, 
karena lembaga pemasyarakatan fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjalani 
pidana tetapi juga tempat pembinaan. Di samping itu, ada kelemahan pada 
Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak menegaskan bahwa bila pelaku 
kejahatan telah menajalani seluruh masa pidananya, maka tidak boleh lagi ada 
stigma atau penolakan keras dari masyarakat terhadap narapidana yang hendak 
kembali ke dalam masyarakat. 
 Kecenderungan seperti ini, menunjukkan semakin sempitnya kesempatan 
bekas narapidana memperbaiki dirinya. Padahal pendidikan keterampilan yang 
dijalani narapidana di lembaga pemasyarakatan belum tentu sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang mereka jalani ketika keluar nanti. Ada kecenderungan tinggi 
bahwa bekas narapidana itu ditolak kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, pelaku 
tindak pidana apapun itu di mata masyarakat, maka pelakunya setelah selesai 
menjalani pidana cenderung tidak diterima. Di sini ada perbedaan ada mencolok, 
walaupun nyata-nyata bahwa pelaku telah melakukan suatu pembelaan harga diri 
dan dinyatakan bersalah dari segi hukum pidana sebagai tindakan membela 
kehormatan. 
 Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pembinaan umum narapidana. 
Pembinaan umum terhadap narapidana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 
: 
                                                          
7
 Ronny Nitibaskara, Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana 
di Indonesia, h. 4. 
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a. Tahap pertama (dimulai sejak diterima dan didaftar hingga sekurang-
kurangnya ½ (setengah) dari sisa pidana yang harus dijalani. 
1) Pada tahap ini narapidana berada dalam pembinaan dengan tingkat 
keamanan maksimum dan pembinaannya dilaksanakan dalam LAPAS; 
2) Pembinaan yang dilaksanakan : 
a) Pendidikan disiplin dapat berwujud mematuhi semua jadwa kegiatan yang 
ditentukan oleh LAPAS secara umum maupun dalam pelaksanaan program 
pembinaan, di samping itu diberikan pula penyuluhan hukum. 
b) Pemdidikan umum yang antara lain dapat berwujud : 
(1) Pemberantasan 3 (tiga) buta, yaitu buta aksara, buta baca dan buta angka; 
(2) Pendidikan utama (SD, SMP, SLTA); dan 
(3) Kursus-kursus. 
c) Pendidikan agama atau kerohanian mental spiritual yang antara lain dapat 
berwujud : 
(1) Pelajaran atau ceramah agama; 
(2) Sholat berjama’ah kebaktian; 
(3) Budi pekerti dan kepribadian; dan 
(4) Penataran. 
d) Latihan keterampilan kerja yang antara lain dapat berwujud: 
(1) Kursus montir; 
(2) Kursus pertukangan kayu; 
(3) Kursus las karbit dan las listrik; dan 
(4) Kursus lain-lainnya. 
e) Pemberian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya; 
f) Adaptasi dan pembauran sosial yang antara lain dapat berwujud: 
(1) Kunjungan keluarga, saudara-saudaranya; 
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(2) Kunjungan badan-badan sosial, perkumpulan olahraga dan perkumpulan 
kesenian; dan 
(3) Mengirim dan menerima surat sewaktu-waktu. 
g) Rekreasi yang antara lain dapat berwujud: 
(1) Olahraga; 
(2) Kesenian; dan 
(3) Membaca buku dan lain-lain.8 
b. Tahap kedua 
Pada tahap ini narapidana berada dalam pembinaan dengan tingkat 
keamanan medium yang pembinaannya dapat dilaksanakan baik di dalam maupun 
di luar lembaga pemasyarakatan. Diantaranya : 
1) Pembinaan yang dilaksanakan di dalam LAPAS berwujud sama dengan 
yang dilaksanakan di dalam LAPAS pada setiap pertama dan dapat bersifat 
pengulangan, penyegaran atau peningkatan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a) Kunjungan keluarga; 
b) Kunjungan badab-badan sosial; dan  
c) Mengirim surat 
2) Pembinaan yang dilaksanakan di luar LAPAS dapat berwujud: 
a) Belajar di tempat-tempat latihan kerja milik LAPAS (pertanian, 
perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya); 
b) Bekerja (produktif) di tempat-tempat pekerjaan milik LAPAS 
(pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain 
sebagainya); 
                                                          
8
Thaher Abdullah, Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Bekal 
Reintegrasi dalam Masyarakat.  
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c) Program-program pembinaan tersebut dilaksanakan dengan 
pengawalan dan kembali ke LAPAS setelah selesai; 
d) Cuti 2 x 24 jam; 
e) Cuti berikutnya dilaksanakan masing-masing selang tenggang waktu 3 
(tiga) bulan. 
c. Tahap ketiga 
Tahap ketiga dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga 2/3 (dua 
pertiga) dari sisa pidana yang harus dijalani. Pada tahap ini narapidana berada 
dalam pembinaan dengan tingkat pra minimum yang pembinaannya dapat 
dilaksanakan di dalam maupun di luar LAPAS: 
1) Pembinaan dilaksanakan di dalam LAPAS berwujud sama dengan yang di 
dalam LAPAS pada tahap pertama dan dapat bersifat pengulangan, 
penyegaran atau peningkatan dengan ketentuan : 
a) Kunjungan keluarga; 
b) Kunjungan badan-badan sosial dan 
c) Mengirim surat. 
d) Belajar di tempat-tempat latihan kerja milik LAPAS (pertanian, 
perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya); 
e) Bekerja (produktif) di tempat-tempat pekerjaan milik LAPAS 
(pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain 
sebagainya); 
f) Program-program pembinaan tersebut dilaksanakan dengan pengawalan 
dan kembali ke LAPAS setelah selesai; 
g) Cuti 2 x 24 jam; 
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h) Cuti berikutnya dilaksanakan masing-masing selang tenggang waktu 3 
(tiga) bulan.
9
 
3. Mekanisme Pembinaan terhadap Narapidan Residivis 
Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak 
bersangkutan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau 
terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan yaitu proses 
pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan 
rohani maupun jasmani. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu staf 
registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, mengatakan bahwa secara 
umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan 
narapidana residivis. Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan 
kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang 
sudah pernh melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah 
keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar.
10
 
Narapidana yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga 
pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan 
pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kwalitas ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan 
rohani WBP yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu; kegiatan masa 
pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan 
                                                          
9
Thaher Abdullah, Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Bekal 
Reintegrasi dalam Masyarakat, h. 26 
10
Hasbullah (39 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 
Wawancara, 16 Oktober 2014. 
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perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. 
Waktunya dimulai pada saat narapidana berstatus sebagai narapidana sampai 
dengan 1/3 hari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan 
dalam LAPAS dan pengawasannya maksimum (maksimum security). 
Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang 
pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan 
pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari 
napi yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan WBP berdasarkan sistem 
pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, 
petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal 
yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan 
sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi WBP tidak akan tercapai 
bagaimanapun baiknya kwalitas program-program pembinaan yang diterapkan. 
Dalam membina narapidana, dapat digunakan banyak metode pembinaan. 
Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar 
dapat secara efektif dan efisien diterima oleh narapidana dan dapat menghasilkan 
perubahan dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berpikir maupun dalam 
bertindak. Penyampaian materi dalam pembinaan bukan hanya dilakukan asal 
dapat menyapaikan, atau dengan kata lain berdasar ketentuan kemampauan 
pembawa materi, tetapi harus juga diperhatikan sampai seberapa jauh kesiapan 
para narapidana dalam menerima materi pembinaan. 
Narapidana adalah suatu masyarakat yang sangat heterogen, yang terdiri 
dari berbagai macam manusia, dengan segala karasteristik, latar belakang 
ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya yang sering kali tidak sama. 
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Dengan demikian, maka penyampaian materi harus melihat banyak sudut 
pandang. Maksud pembinaan yang sama, dapat disampaikan secara berbeda 
kepada narapidana. Sebab itu dalam membina narapidana, diperlukan banyak 
sekali metode penyampaian materi pembinaan, baik metode itu digunakan secara 
sendiri-sendiri atau digabungkan. 
Pembina narapidana harus mengenal banyak metode pembinaan, sebelum 
melakukan pembinaan. Pembina narapidana tidak dapat menyemaratakan 
pembinaan narapidana secara sama untuk seluruh narapidana yang memiliki latar 
belakang kehidupan yang heterogen. 
Penelitian awal untuk memulai pembinaan bagi narapidana, harus 
dilakukan pada saat narapidana memasuki ke dalam lembaga pemasyarakatan atau 
rutan. Penelitian harus akurat, dengan metode yang benar, sehingga setiap 
narapidana dapat menerima metode pembinaan yang dilakukan oleh para 
pembina. 
Situasi pembinaan harus dipertimbangkan sebelum suatu pembinaan 
berlangsung. Baik situasi lingkungan  tempat pembinaan berlangsung, atau situasi 
kejiwaan dari narapidana yang dibina. Situasi pembinaan seringkali tidak 
diperhatikan oleh para pembina, bukan saja dalam pembinaan narapidana, tetapi 
juga dalam pendidikan formal di luar lembaga pemasyarakatan/rutan. Sehingga 
sering didengar bahwa anak didik hanya mampu menyerap 60% dari materi 
pendidikan yang diberikan oleh para pendidik. 
Situasi dalam membina narapidana harus diciptakan, agar narapidana 
dapat larut dan mencintai materi pembinaan dengan sempurna. Situasi kejiwaan 
narapidana, kekacauan pikiran terhadap segala sesuatu, misalnya terhadap 
keluarga di rumah, terhadap hubungan dengan sesama narapidana, dihilangkan 
 
 
51 
 
dan dapat dengan serius manerima materi pembinaan dan dapat mengikuti 
pembinaan dan dapat mengikuti pembinaan dengan tuntas. Beberapa hal dari 
metode pembinaan, dapat diikuti dalam uraian berikut : 
a. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi 
Dalam kehidupam sehari-hari, apakah narapidana atau orang biasa, akan 
mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh oleh situasi. Apakah situasi itu 
adalah situasi alam, sosial, kejiwaan, atau yang lain. Dengan megetahui situasi 
dalam pembinaan, dapat kita berikan pendekatan dalam pembinaan, menurut 
kebutuhan pembinaan bagi narapidana, yaitu : 
1) Pendekatan dari atas (top down approach) 
Dalam pembinaan ini, materi pembinaan berasal dari pembina, atau 
paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana 
tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi 
langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. 
2) Pendekatan dari bawah (bottom up approach) 
Pendekatan pembinaan narapidana dari bawah merupakan suatu  
cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan 
atau kebutuhan belajar narapidana. Tidak setiap narapidana mempunyai 
kebutuhan belajar yang sama, minat belajar yang sama. Semua sangat 
tergantung dari pribadi narapidana sendiri, dan fasilitas pembinaan yang 
dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan/rutan setempat. Seringkali seorang 
narapidana tidak tahu apa kebutuhan pembinaan bagi dirinya atau 
kebutuhan belajarnya. Hal ini disebabkan narapidana tersebut tidak tahu 
dan tidak mengenal diri sendiri. 
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  Kesuksesan dalam membina narapidana terletak kepada kunci para 
pembina untuk mengenalkan narapidana dengan diri sendiri. Tanpa 
mengenal diri sendiri, tidak mungkin seorang narapidana tahu kebutuhan 
belajarnya, kebutuhan pembinaanya dan tidak tahu arah dari perubahan 
diri sendiri akan tertuju. Dengan mengenal diri sendiri, seorang narapidana 
akan mampu menentukan tujuan hidupnya, akan mampu menentukan 
kebutuhan belajarnya, akan mampu menentukan skala prioritas terhadap 
kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan belajar adalah kebutuhan 
pembinaan yang paling mendesak untuk dilakukan. 
 Perbedaan yang paling menyolok antara pendekatan dari atas 
dengan pendekatan dari bawah adalah tujuan yang hendak dicapai. Dalam 
pendekatan dari atas, tujuan yang hendak dicapai telah ditentukan oelh 
pembina, sedang pendekatan dari bawah, tujuan yang hendak dicapai 
ditentukan oleh narapidana sendiri. Pendekatan dari atas membuat para 
pembina menentukan arah pembinaan narapidana, tujuan pembinaan, 
sesuai dengan keinginan pembina. Sedangkan pendekatan dari bawah, 
narapidana telah menentukan tujuan dari apa yang hendak dicapai.
11
 
b. Pembinaan Perorangan (Individual Treatment) 
Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan 
oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri, 
tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penaganannya secara sendiri-
sendiri. Seperti halnya dalam pendidikan di sekolah taman kanak-kanak, seorang 
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Thaher Abdullah, Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Bekal 
Reintegrasi dalam Masyarakat, h. 29 
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guru taman kanak-kanak akan menggunakan pembinaan terhadap anak didik, 
secara kelompok, tetapi juga secara perorangan. Hal ini disebabkan tingkat 
kematangan setiap anak didik tidak sama. Demikian pula dalam pembinaan 
lembaga pemasyarakatan, tingkat kematangan intelektual, emosi, logika, dari tiap-
tiap narapidana tidaklah sama. Ketidaksamaan ini menuntut diterapkannya 
pembinaan secara perorangan. 
Dalam pembinaan narapidana, pembinaan perorangan sering tidak atau 
kurang diperhatikan oleh para pembina. Para pembina lebih suka mengadakan 
pembinaan secara kelompok, karena pembinaan secara kelompok dianggap lebih 
cepat penyajiannya dan lebih mudah penyampaiannya. Padahal dari segi 
keefektifan dan keefisienan pembinaan, pembinaan secara perorangan akan jauh 
lebih mengena. 
Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, 
baik dari masyarakat mapun keluarganya. Sebab itu memerlukan perhatian yang 
cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan untuk dapat memulihkan rasa 
percaya diri. Perhatian dalam pembinaan akan membawa banyak perubahan 
dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi 
perubahan diri sendiri. 
Pembinaan secara perorangan akan banyak bermanfaat jika narapidana 
juga mempunyai kemauan untuk merubah dirinya sendiri. Tanpa kemauan untuk 
berubah diri sendiri akan sulit dicapai hasil pembinaan yang maksimal. Sekalipun 
kemauan untuk merubah siri sendiri dapat timbul setelah dilakukan pembinaan 
secara perorangan, tetapi hal itu akan membantu  narapidana untuk mampu 
melakukan perubahan bagi diri sendiri. 
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Pemecahan masalah sedapat mungkin tetap dibebankan kepada 
narapidana, beberapa alternatif pemecahan masalah kita diskusikan bersama untuk 
diambil alternatif yang terbaik. Peran pembina hanya sebagai fasilitator, 
motivator, agar setiap narapidana mampu memecahkan masalah yang 
dihadapinya. Kebiasaan memecahkan masalah akan menjadikan narapidana 
mempunyai rasa percaya diri yang lebih besar, dan akan terbiasa untuk 
memecahkan masalahnya sendiri di kemudian hari setelah keluar dari lembaga 
pemasyarakatan. 
c. Pembinaan Secara Kelompok 
Di samping pembinaan secara perorangan, narapidana dapat juga dibina 
secara kelompok, baik menurut kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pihak 
pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan 
oleh narapidana. Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode 
ceramah, tanya-jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim (team 
building). Pemilihan metode tergantung kepada materi yang disajikan tujuan yang 
hendak dicapai dari proses pembinaan. Metode yang digunakan tidak harus berdiri 
sendiri, tetapi dapat digabungkan sesuai dengan kondisi pembinaan dan 
tujuannya. 
 Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap 
dilibatkan, baik secara individual maupun secara kelompok. Jadi bukan hanya 
pembina saja yang aktif melainkan narapidana yang dibina juga harus aktif. 
Narapidana yang pasif harus ditumbuhkan sehingga ikut aktif dan berprestasi 
dalam pembinaan. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina melainkan 
juga dapat juga datang dari narapidana itu sendiri. 
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Dalam pembentukan tim, semua tim haarus ikut aktif ambil bagian dalam 
terbentuknya suatu tim yang tangguh. Pembentukan tim dimaksudkan sebagai 
cara mencari persepsi yang sama bagi anggota tim, mengenai tujuan yang hendak 
dicapai oleh sebuah tim, tim dapat berupa ; tim olahraga, tim kerja, tim 
penyuluhan, tim keamanan dan lain sebagainya.tim building sangat bermanfaat 
bagi terciptanya kekompakan tim dan peningkatan sumber daya manusia, bagi 
tercapainya hasil yang maksimal. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa program 
pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan kepribadian dan kemandirian. 
Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan 
adalah untuk memperbaiki tingkah laku narapidana residivis. Ruang lingkup dari 
pembinaan terbagi dalam 2 (dua) bidang yaitu : 
1) Pembinaan kepribadian yang meliputi : 
a) Pembinaa kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat 
diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agara Warga Binaan 
Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya baik 
perbuatan yang benar maupun yang salah. Dalam ruang lingkup 
pembinaan kepribadian dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk 
kegiatan/prorgam seperti mengikuti ceramah agama pada pagi hari dan 
sholat berjamaah pada siang hari di Moshollah setiap harinya. Sholat 
tarawih berjamaah pada bulan Ramadhan juga sholat Idul Fitri dan 
sholat Idul Adha. Kebaktian setiap hari di Gereja bagi narapidana yang 
beragama Kristen juga sembahyang di Vihara bagi narapidan yang 
beragama Budha. 
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b) Kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui 
penataran, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga 
negara yang baik dan berbakti pada bangsa dan negaranya. Perlu 
disadarkan bahwa berbakti dan negara adalah sebagian dari keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya 
tersebut diwujudkan dalam bentuk mengikuti upacara Bendera setiap 
hari Senin pagi. 
c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan 
agar pengetahuan serta kemampuan berfikir para Warga Binaan 
Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang 
kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama menjalani masa 
pemidanaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan melalui pendidikan 
formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang 
ditetapkan pemerintah adar dapat diterapkan kepada Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Pendidikan formal yang paling mudah dan murah 
seperti kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar misalnya ; 
menonton TV, mendengar radio yang disediakan di tempat yang 
khusus, membaca koran, majalah, buku-buku. Untuk mengejar 
ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal 
diupayakan cara belajar melalui kejar paket A. 
d) Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan dengan memberi 
penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mecapai kadar kesadaran 
hukum yang timggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka 
menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan 
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hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia, ketertiban, dan terbentuknya prilaku warga negara Indonesia 
yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut 
untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada 
dalam lingkungan pembinaan maupun diselenggarakan secara langsung 
yaitu penyuluh berinteraksi langsung dengan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
e) Pembinaan pengintegrasian diri dalam masyarakat, pembinaan di 
bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial 
kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani hukumannya dapat 
diterima kembali oleh masyarakat sekitar dimana dia tinggal.
12
 
2) Pembinaan Kemandirian yang Diberikan Melalui Program-Program : 
a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri pembinaan ini 
dapat diwujudkan dalam bentuk kerajinan tangan, industri dan rumah 
tangga. Seperti membuat hiasan dinding, membuat boneka, merangkai 
bunga, membuat keset kaki dari kain perca, menerima jahitan, memasak 
dan lain-lain sebagainya. 
b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya 
pengelolahan bahan mentah menjadi bahan jadi seperti ; membuat kue 
baik kue basah maupun kue kering, makanan ringan. 
c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing 
dalam hal ini bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki bakat 
tertentu diusahakan pengembangan bakat tersebut seperti kemampuan 
di bidang seni misalnya ; bernyanyi, menari, bermain gitar atau 
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Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun 1999 Tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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membaca puisi dan semua bakat tersebut akan ditampilkan apabila ada 
acara. 
d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan 
pertanian seperti ; menanam ubi, jagung, sayur-sayuran, maupu bunga 
dan beternak ayam. 
Secara garis besar program pembinaan baik pembinaan kepribadian 
maupun pembinaan kemadirian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar disesuaikan dengan hobi dan bakat masing-masing dari Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian dilakukan 
secara berkelompok maupun secara perorangan. Kegiatan pembinaan tersebut 
berupa : 
a) Bidang Kerohanian 
Pada dasarnya pembinaan kerohanian disesuaikan dengan agama masing-masing 
narapidana. Kegiatan kerohanian dilakukan setiap harinya dan bekerja 
sama dengan lembaga-lembaga keagamaan. 
b) Bidang Jasmani 
Melakukan kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani setiap 
hari, senam aerobik setiap hari Jumat pagi, kemudian bermain bola volley, 
dan tenis meja. 
c) Bidang Pendidikan Umum 
Disediakan program Kejar Paket A dalam hal ini yang menjadi target utama 
adalah narapidana yang masih buta huruf agar bisa membaca dan menulis, 
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minimal narapidana tersebut sudah bisa menulis dan membaca ketika 
selesai menjalani masa pidananya.
13
 
Untuk mendukung program pembinaan tersebut maka disediakan fasilitas-
fasilitas pendukung seperti : 
a) Bidang Kerohanian 
 Adanya tenaga-tenaga yang bersifat sosial keagamaan atau dengan kata 
lain lembaga pemasyarakatan mengadakan kerja sama dengan pihak luar 
dalam hal melakukan pembinaan spiritual narapidana tersebut. Selain itu 
fasilitas pendukung seperti Mushollah, Gereja kecil sebagai tempat 
kebaktian dan Vihara kecil juga disediakan, serta diatur jadwal-jadwal 
kegiatan spiritual yang diadakan setiap harinya. 
b) Bidang Jasmani 
 Disediakan lapangan olahraga, peralatan-peralatan olahraga, tape dan kaset 
untuk senam kesegaran jasmani setiap hari. 
c) Bidang Keterampilan dan Pendidikan Umum Ruangan khusus untuk 
melaksanakan Program Kejar Paket A 
d) Tersedianya poliklinik dengan tenaga medis 1 (satu) orang perawat 
kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis beserta obat-obatan.
14
 
Wujud pembinaan tersebut diatas merupakan wujud pembinaan yang 
dilakukan di dalam LAPAS yang disebut juga dengan intramural. Sedangkan 
pembinaan yang dilaksanakan di luar LAPAS disebut eksramural yang dikenal 
dengan asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi 
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Thaher Abdullah, Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Bekal 
Reintegrasi dalam Masyarakat, h. 29 
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persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. 
Bagi narapidana interaki sosial dengan masyarakat mutlak diperlukan. Oleh 
karena tahap pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah sebagai 
kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Dalam usaha mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya 
adalah pemulihan kesatuan hubungan yang retak dengan masyarakatnya, 
narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat sehingga tidak boleh diasingkan. 
Pembinaan narapidana ketika menjelang bebas dimaksudkan untuk mengurangi 
efek negatif sebagai akibat pengasingan selama berada di lembaga 
pemasyarakatan serta membantu narapidana dalam menyesuaikan dirinya ke 
dalam kehidupan masyarakat. 
Dari gambaran tentang program pembinaan narapidana tersebut penulis 
berpendapat  bahwa pembinaan narapidana tidak hanya sekedar pembinaan mental 
spiritual belaka yang diharapkan dapat meningkatkan kwalitas akhlak narapidana, 
akan tetapi juga dilakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan 
keahlian. Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak 
dicapai adalah agar setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya, dan 
kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi 
narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal 
kerja. 
Program pembinaan sebagaimana disebutkan di atas, jika dapat terealisir 
dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali ke 
masyarakat dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. 
Tetapi dalam prakteknya untuk melaksanakan program pembinaan seperti 
disebutkan di atas bukanlah hal yang mudah. 
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Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, juga kwalitas dan kwantitas 
para petugas LAPAS, partisipasi masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama 
dalam pembinaan maupun dengan sikap yang menunjukkan bersedia menerima 
keluarga narapidana yang telah selesai  menjalani masa pidananya terutama 
anggota keluarga narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Dukungan 
fasilitas dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan terealisasinya  
atau tidaknya program pembinaan yang telah diprogramkan. 
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seorang Narapidana Menjadi 
Residivis 
1. Stigmatisasi Masyarakat 
Dalam lingkungan masyarakat prilaku orang yang tidak sesuai dengan 
norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai prilaku yang menyimpang, 
dampak dari penyimpangan prilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai 
akibat yaitu positif dan negatif. Akibat posotif dari adanya hal tersebut selalu 
terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat 
mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif 
dari penyimpangan prilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian 
menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu 
ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi 
masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. 
Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan 
lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi 
terhadap individu yang melakukan prilaku yang menyimpang tersebut. 
Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui 
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah 
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seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami 
oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia 
menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada 
gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang 
bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.
15
 
Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat 
terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang 
lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya kekhawatiran 
semacam itu kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan 
perbuatannya dalam berintaraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap 
lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, 
sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka setelah 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik yang bebsa murni maupun ataupun 
yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan tidak mempunyai atau tidak 
dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS 
tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaaan 
di luar LAPAS. 
Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan 
walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya 
hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke 
tempat kerja dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri belum bisa 
menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan ini 
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Didin Sudirman, Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, (Depok: Pusat 
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menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana di 
tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.
16
 
Di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan 
keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja 
ataupun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat 
mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi 
mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang 
kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak 
lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan 
pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi 
lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.  
2. Dampak dari Pengaruh Buruk (Prisonisasi) di Dalam Lembaga 
Pemasyarakatan 
  Dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, masalah prisonisasi 
bukanlah hal yang baru, dimana prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses 
terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku 
dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh 
Sahardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa 
negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan 
dipenjara. Asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa 
tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam dalam poin 53, Implementation The 
Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) 
yang berbunyi ;” Tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan 
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cenderung berbelok ke arah menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan 
merusak  yang terdapat di dalam hubungan para penghuni.
17
 
  Sehingga dari sini dapat dijelaskan bahwa ajaran-ajaran sosiologis 
mengenai masyarakat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) telah menunjukkan 
bahwa Lembaga Pemasyarakatan dengan peraturan-peraturan keamanan 
maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat 
kemungkinan tujuan pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi 
manusia yang lebih baik. Prisonisasi lebih didefinisikan sebagai 
kondisi/lingkungan buruk di dalam LAPAS yang kerap dijadikan sebagai tempat 
bagi narapidana untuk mendapatkan ilme kejahatan baru. Sehingga akibat kondisi 
tersebut memberikan ruang kepada narapidana setelah keluar dari LAPAS untuk 
kembali mengulangi kejahatannya. 
  Terjadinya banyak penyimpangan di dalam LAPAS juga diakibatkan oleh 
kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni LAPAS, 
sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada di 
dalam LAPAS tidak sebebas orang  yang berada di luar tembok penjara.  Tingkat 
kenaikan dan penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau 
tidaknya suatu pembinaan terhadap narapidana tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti susahnya mendapat 
pekerjaan, munculnya stigmatisasi negatif masyarakat terhadap seorang mantan 
narapidana.  
  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar diperoleh data dengan menyajikan daftar 
narapidana residivis dari tahun 2008 sampai pada tahun 2014 sebagai berikut : 
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Tabel I : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2008 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tahun 2008 
No Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Joni  Pemerkosaan 3 tahun 4 tahun 
2 Darwis Pencurian 5 tahun 10 
bln 
6 tahun 
3 Zaenal Acu Penganiayaan 2 tahun 3 bln 3 tahun 
4 Ani Reno Pemerkosaan 3 tahun 11 
bln 
4 tahun 
5 Rahmat Penganiayaan 3 tahun 3 tahun 2 bln 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2008) 
Tabel II : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2009 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tahun 2009 
No Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Mustaking Perampokan 5 tahun 7 tahun 
2 Sudarso  Perampokan 1 tahun 6 bln 2 tahun 
3 Muh. Arsyad Wahab Penipuan 2 tahun 3 tahun 2 bln 
4 Ishak Perampokan 1 tahun 2 tahun 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2009) 
Tabel III : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2010 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tahun 2010 
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No Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Rustam alias Uttang Pencurian 1 tahun 7 bln 3 tahun 
2 Very Andarias Perampokan 2 tahun 6 bln 4 tahun 
3 Andi Ammang Pemerkosaan 4 tahun 7 bln 5 tahun 
4 Sahabuddin Pencurian 1 tahun 1 tahun 7 bln 
5 Rahman Idris Pencurian 4 tahun 4 tahun 7 bln 
6 Ishak  Pencurian  6 bulan 1 tahun 1 bln 
7 Ikbal  Pencurian 2 tahun  1 tahun 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2010) 
Tabel IV : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2011 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tahun 2011 
No Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Suardi  Pencurian 2 tahun  1 tahun 
2 Achmadi  Pembunuhan 14 tahun  10 tahun 
3 Syarif Pembunuhan 14 tahun 9 tahun 
4 Nur Efendi Pencurian  3 tahun 3 tahun 
5 Gunawan Kekerasan 5 bulan 1 tahun 
6 Ibrahim Pencurian 3 tahun 4 tahun 
7 Kamsari Pencurian 5 tahun 5 tahun 
8 Sain Pencurian 3 tahun 4 tahun 
9 Abdullah Pencurian 3 tahun 5 tahun 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2011) 
Tabel V : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2012 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
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Tahun 2012 
 Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Rudi Pencurian  5 tahun 5 tahun 
2 Radra Pencurian 1 tahun  3 tahun 
3 Syamsul Pencurian  1 tahun  3 tahun 
4 Djusmar Pencurian  7 bulan 2 tahun 
5 Andi Rahman Dalle Pencurian  1 tahun  2 tahun 
6 Syamsiar Penganiayaan 1 tahun 1 bln 1 tahun 
7 Agi Bora Penipuan 2 tahun 3 tahun 
8 Rasing Pencurian 5 tahun  3 tahun 
9 Malik  Pencurian  1 tahun  2 tahun 
10 Andika Penganiayaan 1 tahun 2 tahun 
11 Jamaluddin Pencurian 1 tahun 1 tahun 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2012) 
Tabel VI : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2013 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tahun 2013 
 Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Sajaruddin  Pembunuhan 9 tahun 11 tahun 
2 Sarifuddin  Pencurian  1 tahun  2 tahun 
3 Edy B. Tepu Pencurian 1 tahun 3 bln 3 tahun 
4 Amir B. Sudair Pencurian 5 tahun 4 tahun 
5 Hendra Satlar Pencurian 10 bulan 2 tahun 
6 Firmasnyah Pembunuhan  10 tahun  11 tahun 
7 Fino  Pencurian  1 tahun 6 bln 3 tahun 
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8 Asrullah Kekerasan  3 tahun 6 
bulan 
3 tahun 
9 Anca B. Muane Pembunuhan  13 tahun 10 tahun 
10 Anggar Yanbo Pencurian  6 tahun  5 tahun 
11 Sulaimang Pencurian  4 tahun 1 bln 5 tahun 
12 Usman  Pencurian   5 tahun  4 tahun 
13 Asnawi  Pencurian 2 tahun 2 tahun 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2013) 
 
Tabel VII : Frekuensi narapidana residivis pada  tahun 2014 di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tahun 2014 
 Nama Perkara Hukuman I Hukuman II 
1 Iswandi  Penganiayaan  1 tahun 2 bln 1 tahun 
2 Darwin  Pemerkosaan  6 tahun  8 tahun 
3 Jainal  Pembunuhan  11 tahun  6 tahun 
4 Saragih Pembunuhan  12 tahun 10 tahun 
5 Anto  Pencurian  3 tahun  5 tahun 
6 Reizal  Pencurian  4 tahun 3 tahun 
7 Andi Mulia Pembunuhan  11 tahun 10 tahun 
8 Tahang Pencurian  4 tahun 3 tahun 
9 Dg Sandrang Pembunuhan  11 tahun 9 tahun 
10 Ardianto  Pemerkosaan  6 tahun 5 tahun 
11 Saragih  Pencurian  5 tahun  3 tahun 
12 Andri  Perampokan  9 tahun 10 tahun 
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13 Surung  Pembunuhan  12 tahun 6 tahun 
14 Azmi  Pencurian  2 tahun 4 tahun 
15 Willi  Penganiayaan  1 tahun 2 
bulan 
3 tahun 
(Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2014) 
  Dari rekapitulasi jumlah narapidana yang melakukan pengulangan 
kejahatan dari tahun 2008 sampai pada tahun 2014 di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah residivis dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2008 residivis berjumlah 
sebanyak 5 (lima) narapidana, pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan 
dengan jumlah residivis hanya sebanyak 4 (empat) narapidana, dan pada tahun 
2010 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah residivis 7 (tujuh) 
narapidana, tahun 2011 sebanyak 9 (sembilan) narapidana, tahun 2012 sebanyak 
11 narapidana, tahun 2013 sebanyak 13 narapidana dan pada tahun 2014 tercatat 
sementara 15 narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan.  
Tentu peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun 
merupakan prestasi buruk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, sistem 
pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
terhadap pola pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan nampaknya belum 
berjalan sesuai harapan undang-undang pemasyarakatan, faktor prisonisasi yang 
dapat diartikan sebagai pengaruh buruk kondisi LAPAS terhadap narapidana 
semakin menguatkan salah satu faktor penyebab terjadinya residivis pada 
narapidana. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bagian 
Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengenai peningkatan 
jumlah narapidana residivis di dalam LAPAS, beliau mengatakan bahwa dampak 
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prisonisasi bukan hanya satu-satunya faktor penyebab terjadinya residivis, 
dampak seperti stigmatisasi masyarakat terhadap seorang mantan narapidana juga 
menjadi penyebab utama terjadinya residivis, pihak LAPAS sudah bekerja 
maksimal untuk melakukan berbagai pembinaan-pembinaan keterampilan 
sehingga menurut beliau bahwa lingkungan masyarakatlah yang akan menjadi 
tumpuan terakhir terhadap seorang mantan narapidana, sehingga apabila 
masyarakat bisa menerima kembali seorang mantan narapidana tentu saja akan 
membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan di 
dalam LAPAS dengan mendapatkan pekerjaan, namun sebaliknya jika terjadi 
penolakan keras maka tentu akan berdampak negatif kepada seorang mantan 
narapidana karena mereka tidak diberikan ruang untuk kembali menjalankan 
fungsi sosial seperti masyarakat lainnya, sehingga akan menimbulkan frustasi bagi 
mantan narapidana akibat pengucilan tersebut, tentu saja kondisi itu sangat 
potensial membuat seorang mantan narapidana untuk mengulangi kejahatannya 
sebagai jalan terakhir untuk tetap melanjutkan hidupnya.
18
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mengenai peraturan tentang residiv sampai saat ini masih diatur secara 
terbatas di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun tidak ada yang mengatur 
secara umum tentang residiv, namun ada beberapa pasal yang disebutkan 
dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan 
pengulangan (residive), yaitu pelaku pengulangan tindak pidana (residive) 
akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal 
dari tindak pidana. 
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah berupaya untuk 
menanggulangi terjadinya pengulangan kejatahan (residive) dengan 
memberikan program pelatihan bagi narapidana dengan tujuan untuk 
memberikan keterampilan kepada narapidana guna sebagai bekal modal 
kerja selepas menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selain 
itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar juga memberikan 
asimilasi yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada narapidana 
untuk berbaur dengan masyarakat sebelum betul-betul kembali ke dalam 
lingkungan masyarakat. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana untuk melakukan 
pengulangan kejahatan (residive) adalah diantaranya ; stigmatisasi dari 
masyarakat dan dampak buruk dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang 
sering disebut sebagai dampak prisonisasi. 
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B. Saran 
1. Demi terciptanya kepastian hukum, perlu segera diterbitkan regulasi 
khusus mengenai tindak pidana pengulangan kejahatan (residive) yang 
selama ini pengaturannya masih terbatas di dalam KUHP 
2. Agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan dengan baik, perlu 
ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, 
sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, 
terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan. 
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